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‘Mencederai Rasa Keadilan!

PALU MERCUSUAR - DPRD Provinsi

Sulteng harus menolak usulan penga-

- daan baju dinas bagi Pegawai Negeri

Sipil (PNS) pemerintah Provinsi (pem
prov) Sulteng sebesat Rp 3,7 miliar (M)
karena mencederai rasa keadilan.
Demikian ditegaskan Direktur
Perhimpunan Bantuan Hukum Rakyat
(PBHR) Sulteng, Moh Masykur pada
Mercusuar, Minggu (21/8) malam.

Menurutnya, alasan DPRD menolak"

usulan pengadaan tersebut sangatjelas.
Pertama pengadaan itu bukan sesuatu
yang sifatnya mendesak bagi Pemprov
Sulteng, karena tak ada kaitan dengan

perbaikan kinerja pemerin-
tah. Bahkan, pengadaan
baju dinas bagi PNS hanya
menghamburkanuang dae-

rah. Kedua, pengadaan itu

hanya untuk kepentingan
proyek pihak-pihak tertentu.

“Jadi sangat tak rasional
jika pengadaan baju dinas
ngotot dilakukan Pemprov
Suiteng dan disetujui DPRD
Sulteng,” ujar  Theo

‘sapaannya.

Saat ini lnjut Theo, ma-
sih banyak harapan yang

Moh Masykur
Direktur PBHR

. digantungkan masya-
rakat Sulteng pada pe-
merintahan baru diba-
wah nahkoda Longki
Djanggola dan Sudarto,
khususnya program-
program yang bersen-

- tuhan langsung dengan

masyarakat. Olehnya,
pengadaan baju dinas
yang capai Rp 3,7 M itu,
sangat mencederai rasa
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keadilan terhadap masyarakat Sulteng hingga
harus ditinjau kembali oleh Pemprov Sulteng.

“Ditengah harapan besar masyarakat terhadap
pemerintahan saat ini dalam meningkatkan
kesejahteraan hidup, tapi ternyata kenyataan
sebaliknya. Tentunya sangat mencederai keadilan
dan kepercayaan masyarakat pada pemerintah,”
ujarnya.

Sebelumnya, komitmen keberpihakan
Gubernur dan Wakil Gubernur Longki Djanggola-
Sudarto terhadap kepentingan rakyat Sulteng,
mulai diragukan. Bayangkan saja,

" kebijakan anggaran dalam perubahan APBD

2011 ada alokasi anggaran sebesar Rp 3,7 miliar
untuk pengadaan baju dinas pegawai. Sementara

untuk biaya sektor kesehatan yang dialokasikan -

ke Rumah Sakit Undata hanya Rp 1,3 miliar.
Data yang dihimpun Mercusuar dari perubahan

APBD Sulteng 2011 ménunjukkan, dari total sisa
lebih perhitungan anggaran (Silpa) APBD 2010

sebesar Rp220,7 miliar, hampir 78 persen

diantaranya-(Rp174 miliar) dianggarkan untuk
belanja tidak langsung di sekretariat provinsi.

Alokasi anggaran seperti itu mendapat kritikan
dari sejumlah anggota Badan Anggaran DPRD
Provinsi (Deprov) Sulteng. Politikus Partai
Demokrat, Mustar Labolo menyatakan, visi
kerakyatan Longki-Sudarto tidak nampak dalam
politik anggaran yang disusun tim anggaran
pemerintah daerah (TAPD).

Mustar Labolo menguraikan, dari total anggaran
Silpa 2010 sebesar Rp220,7 miliar, Rp71 miliar
merupakan dana bagi hasil (DBH) untuk
kabupaten/kota. Sementara dari- sisanya
berjumlah Rp179 miliar, hampir 90 persen
dialokasikan untuk belanja tidak langsung di

sekretariat provinsi.

Sekadar pembanding, dalam dokumen ran-
cangan prioritas plafon anggaran sementara
(PPAS) perubahan APBD 2011, Rumah Sakit
Undata hanya mendapatkar tambahan anggaran
Rp1,3 miliar. Padahal kebutuhan obat habis pakai
di Undata mencapai Rp1 miliar dan anggaran ma-
kan pasien Rp1,5 miliar. Demikian halnya dengan
kebutuhan anggaran Rumah Sakit Madani. Rumah
Sakit tersebut hanya ditambah anggaran Rp184
juta dari Rp1 miliar yang diusulkan.

Mustar. Labolo.menilai, anggaran: di-
sekretariat terlalu besar dibandingkan alokasi
anggaran untuk sektor pelayanan kesehatan.
Hal itu menunjukkan bahwa tim penyusun
anggaran di tubuh pemerintahan Longki-
Sudarto, tidak sejalan dengan visi menge-
depankan kepentingan publik. aek










